






PENDAHULUAN 

Kemunculan minimarket tersebut secara keseluruhan memberikan dampak yang positif 

bagi masyarakat, namun demikian dampak negatif yang timbul juga tidak dapat 

terelakkan. Kemudahan dalam proses pemberian izin usaha perdagangan pasar modern 

dalam kategori minimarket menyebabkan keberadaan minimarket khususnya di Kota 

Yogyakarta makin meningkat jumlahnya secara signifikan. Keberadaan toko dan pasar 

tradisional yang selama ini berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari 

mulai sepi peminat, maka untuk mengantisipasi melonjaknya jumlah pembangunan 

minimarket pada tahun 2011 dibentuklah Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 

tahun 2011 tentang Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern. Peraturan 

tersebut dibentuk atas dasar peraturan perundang-undangan yang ada sampai saat ini 

belum mampu menjamin perlindungan terhadap Pasar Tradisional. Selain itu, perda ini 

dibuat agar Pasar Tradisional dapat berkembang secara serasi di tengah-tengah 

pertumbuhan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Namun, dalam proses pembuatannya, 

peraturan daerah ini tidak lepas dari hambatan ataupun kendala terutama dari legislatif, 

saratnya unsur kepentingan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin mencari keuntungan 

melalui dibuatnya Perda ini, menjadikan DPRD diharapkan mampu menjembatani 

berbagai unsur kelompok kepentingan agar tercipta keadilan dalam bermasyarakat. DPRD 

dituntut mampu menjalankan fungsi legislasinya dengan baik agar dapat menghasilkan 

peraturan daerah yang baik pula. Sebagai lembaga legislatif, setiap anggota DPRD 

diharapkan mempunyai kemampuan dalam pembentukan Perda, namun dalam prakteknya, 

berbagai latar belakang pendidikan dan profesi anggota Dewan menjadikan DPRD kurang 

mampu menjalankan fungsi dengan baik khususnya dalam fungsi legislasi. 

 

 



Rumusan masalah 

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Fungsi DPRD Dalam Legislasi Terhadap Pembentukan 

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 tahun 2011 tentang Pasar Tradisional, 

Pusat perbelanjaan dan Toko Modern? 

2. Apa sajakah  faktor pendukung dan penghambat Pelaksanaan Fungsi DPRD Dalam 

Legislasi Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 

tahun 2011 tentang Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern? 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif dan Empiris. Yang dimaksud dengan 

penelitian Yuridis Normatif, yaitu mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, 

penelitian terhadap sistematikan hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, 

penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Sedangkan 

Penelitian Empiris, yaitu menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara 

memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer 

yang diperoleh di lapangan. Atau dengan kata lain, yaitu mengkaji ketentuan hukum 

yang berlaku serta apa yang terjadi di lapangan.1 

B. Jenis Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui hasil wawancara 

dengan narasumber / responden. 

2. Data Sekunder, terdiri dari: 

a. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan. 
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b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa buku, jurnal dan literatur lainnya yang 

berkaitan dengan permasalahan. 

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa kamus atau ensiklopedi. Seperti Kamus 

Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Belanda, Kamus Bahasa Inggris dan 

Kamus Hukum. 

C. Metode Pengumpulan Data 

1. Studi kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mencari dan 

melakukan penelaahan terhadap buku-buku, jurnal, dan dokumen. 

2. Wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan daftar pertanyaan 

yang telah disiapkan. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah bagian 

hukum dan perundang-undangan Setda DIY, dan bagian Sekretariat DPRD DIY. 

D. Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun lapangan diolah dan 

dianalisis secara yuridis kualitatif, artinya analisis data berdasarkan apa yang 

diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis 

berdasarkan hukum yang berlaku, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan 

dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disimpulkan. 

PEMBAHASAN 

Fungsi DPRD dalam hal pembentukan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 

tahun 2011 tentang Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern antara lain 

adalah: 

1. Membentuk Pansus draft Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 tahun 

2011 tentang Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern untuk dibahas 

bersama-sama dengan eksekutif; 



2. Menggelar rapat paripurna Dewan yang membahas rancangan Perda Nomor 8 tahun 

2011; 

3. Memberi masukan terhadap eksekutif melalui pandangan umum fraksi-fraksi di 

DPRD; 

Tahapan pembuatan Perda: 

1.   Tahap Perencanaan 

Membuat embrio raperda, dalam hal ini Peraturan Daerah dirancang dalam program 

legislasi daerah atau disingkat dengan prolegda. Prolegda ini dibuat satu tahun sebelum 

dibuatnya suatu peraturan daerah ataupun peraturan daerah agar dapat dibuatkan 

anggaran biaya pembahasan rancangan prolegda.  

2. Tahap Penyusunan 

Dalam tahap ini Raperda disusun oleh Biro hukum dan perundang-undangan Provinsi 

DIY. Kepala daerah menugaskan pimpinan SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung 

jawab dalam urusan perancangan Perda untuk menyusun rancangan Peraturan Daerah 

berdasarkan Prolegda. Dalam penyusunan Peraturan Daerah ini juga harus dilengkapi 

dengan naskah akademis yang dilakukan dengan cara swakelola dengan melibatkan 

tenaga ahli atau menyerahkan kepada pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. Naskah Akademik yang memuat pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek 

yang akan diatur harus mencerminkan nilai-nilai, norma, adat istiadat, dan tradisi luhur 

yang mengakar dalam masyarakat. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan 

konsepsi rancangan Peraturan Daerah usulan Kepala daerah dikoordinasikan oleh Kepala 

Biro Hukum. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan 

Peraturan Daerah dilaksanakan melalui forum konsultasi hukum dan dapat mengundang 



para ahli dari perguruan tinggi, pejabat terkait, organisasi di bidang sosial, politik, profesi 

atau kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.2  

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dapat 

mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang hukum. Dalam menyusun Peraturan Daerah, mekanisme 

penyusunan yang betul-betul harus dilaksanakan adalah dengan meningkatkan partisipasi 

masyarakat secara umum. Masyarakat diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk ikut 

andil dalam penyusunan dan pembahasan Peraturan Daerah, sehingga Peraturan Daerah 

yang ditetapkan merupakan cermin keinginan masyarakat Kota Yogyakarta. Setelah 

penyusunan Peraturan Daerah selesai selanjutnya, Peraturan Daerah dibawa ke DPRD 

untuk dilakukan pembahasan oleh Dewan. 

3. Tahap Pembahasan 

Tahap pembahasan ini, Kepala daerah membentuk Tim Asistensi untuk membahas 

rancangan Peraturan Daerah bersama DPRD. Untuk penyempurnaan naskah rancangan 

Peraturan Daerah, harus disebarluaskan kepada:  

a. Pemerintah Kabupaten/Kota. 

b. Pemerintah Desa/Kelurahan.  

c. Pihak Terkait. 

d. masyarakat.  

4. Tahap Penetapan 

Dalam tahapan ini, Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh 

DPRD dan Kepala daerah disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala daerah 

untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. 

5. Tahap Pengundangan 
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Menteri mengundangkan rancangan Peraturan Daerah yang telah disahkan menjadi Peraturan 

Daerah dengan menempatkannya dalam lembaran daerah. Penandatanganan Peraturan 

Daerah dibuat dalam rangkap 5 (lima). Pendokumentasian naskah asli Peraturan Daerah 

dilakukan oleh DPRD, Sekretaris Daerah, Biro Hukum berupa minute, SKPD pemrakarsa. 

dan Kasultanan dan Kadipaten.3 

6. Tahap Penyebarluasan. 

Sosialisasi terhadap Peraturan Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui media massa. 

Sosialisasi dapat dilakukan dalam bentuk tatap muka atau diskusi terbuka, ceramah, dialog, 

seminar, dengar pendapat, lokakarya, pertemuan ilmiah, konferensi pers, internet dan bentuk 

lainnya yang melibatkan masyarakat umum secara langsung. Selain itu) dapat juga 

dilaksanakan dengan cara diumumkan di papan pengumuman yang terdapat di tingkat desa, 

kelurahan dan pedukuhan. 

PENUTUP 

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Fungsi DPRD dalam legislasi terhadap pembentukan Peraturan Daerah pembentukan 

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pasar 

Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sudah berjalan dengan baik. 

Pembentukan peraturan daerah tersebut dilakukan sudah sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku dalam hal ini Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam pembentukan 

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pasar 

Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, DPRD DIY menginisiasi lahirnya 

Peraturan Daerah tersebut dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap Pasar 

Tradisional supaya dapat berkembang secara serasi ditengah – tengah pertumbuhan 
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Pusat Perbelanjaan dan Toko modern. Dan dalam rangka menjaga keseimbangan 

pertumbuhan antara Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern agar 

tercipta persaingan yang sehat, saling memerlukan, saling menguntungkan, dan saling 

memperkuat. 

2.  Faktor yang mendorong dalam fungsi legislasi antara lain ketersediaan dana dalam 

membuat Peraturan Daerah, adanya tenaga ahli dalam pembuatan Peraturan Daerah 

Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pasar Tradisional, Pusat 

Perbelanjaan dan Toko Modern baik dari DPRD maupun akademisi, dan fasilitas serta 

sarana dan prasarana yang tersedia dengan baik. Sedangkan faktor penghambat dalam 

pelaksanaan fungsi legislasi diantaranya Kurangnya kemampuan anggota Dewan dalam 

hal pembentukan Peraturan Daerah, kurangnya partisipasi masyarakat, kurangnya 

sosialisasi kepada masyarakat dan saratnya unsur kepentingan dalam pembahasan 

Peraturan Daerah ini sehingga pembahasannya memerlukan waktu yang relatif lama. 
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